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ABSTRAK 

 

Skripsi ini ber judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU 

PENGGELAPAN GADAI KENDARAAN BERMOTOR OLEH KELUARGA 

(Studi Putusan Nomor 745/Pid.B/2020/PN Llg dan Studi Putusan Nomor 

637/Pid.B/2019/PN Sky)”. Penggelapan dalam keluarga merupakan delik aduan. 

Delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada 

pengaduan dari orang yang dirugikan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah apa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi 

pelaku penggelapan dalam keluarga dan bagaimana pertanggungjawaban pidana 

terhadap tindak pidana penggelapan dalam keluarga pada Putusan Nomor 

745/Pid.B/2020/PN.Llg dan Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN.Sky. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk menganalisis Putusan Nomor 745/Pid.B/2020/PN.Llg 

dan Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN.Sky. Adapun penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian normative dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang- 

undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data pada 

penelitian ini diperoleh dari putusan hakim, undang-undang, buku-buku teks, 

jurnal-jurnal hukum, serta artikel terkait dengan penelitian ini. 

Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Pertanggungjawaban Pidana, Penggelapan 

dalam Keluarga 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Indonesia sebagai negara hukum, mempunyai komponen hukum yang 

saling berhubungan dalam arti dapat saling mempengaruhi dan melengkapi 

guna mencapai tujuan hukum, yakni dapat menciptakan ketertiban dan 

keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.1 Dalam melakukan upaya 

penanggulangan hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya 

untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan 

hukum. Untuk mencapai tujuan hukum, yaitu terciptanya kesejahteraan pada 

masyarakat, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang 

kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat.2 Dalam aspek hukum yang berkembang di Indonesia, Hukum 

pidana merupakan hukum yang akan mengatur tindakan yang dilakukan 

manusia secara melawan hukum. Dimana hukum pidana mempunyai sifat yang 

“mengatur dan memaksa” sehingga setiap masyarakat wajib mentaati hukum 

yang berlaku. dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi akan 

membuat tindakan yang sebelumnya bukan suatu tindakan pidana melawan 

hukum dikarenakan belum adanya aturan yang mengatur hal tersebut menjadi 

 

 

 

1 
Nadhila Isna, Mempermudah Hidup Manusia Dengan Teknologi Modern, (Jakarta: 

Penamadani, 2013), Hlm. 13. 
2 Ruben Achmad, Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem 

Hukum Pidana, Jurnal Legalitas, Vol 5, No 2, 2013, Hlm. 80. Diakses Melalui http:// legalitas. 

Unbari .ac.id /index.php/Legalitas/article/view/98/85# pada 9 Januari 2023 pukul 15.21 WIB. 

 

1 



2 
 

 

tindakan yang melawan hukum.3 Selain itu pada “Pasal 481 KUHP membuat 

kebiasaan dengan sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan atau 

menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatan”.4 Untuk itu hukum 

pidana harus dikaji seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi dalam 

penerapan terhadap pelaku tindak pidana.5 

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi tindak pidana 

semakin marak terjadi, bahkan sudah banyak dilakukan oleh anggota keluarga 

sendiri. Salah satu tindak pidana dalam keluarga adalah penggelapan. Kasus 

dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh keluarga sudah terjadi 

begitu banyak namun hanya sedikit yang diungkapkan karena tindak 

penggelapan dalam keluarga dianggap adalah sebuah aib keluarga yang harus 

ditutupi dari publik sehingga banyak kasus tindak pidana penggelapan dalam 

keluarga tidak dilakukan proses hukum yang berlaku dan hanya diselesaikan 

oleh keluarga itu saja. Tindak pidana penggelapan dalam keluarga selalu 

meningkat tiap tahun s ehingga menjadi masalah pokok dalam penegakan 

hukum. 

Permasalahan tindak pidana penggelapan akan sering terjadi karena 

mempunyai kaitan yang erat seiring dengan semakin cepatnya informasi 

sehingga memungkinkannya interaksi sosial yang dilakukan antar manusia akan 

 

 

3 
Kumanto Sunarto, Pengantar Sosiologi, Akademika Presindo, (Jakarta: Akademika 

Presindo, 2000), Hlm. 187. 
4 

Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012) Hlm. 

172. 
5 

P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Cipta Aditya 

Bakti, 2011), Hlm.16. 
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semakin mudah dilakukan setiap hari. Sehingga saat terjadi interaksi dengan 

orang lain menimbulkan itikad yang tidak baik dalam kehidupan sehari hari. 

Perkembangan zaman yang terus berkembang juga menimbulkan tindak pidana 

akan semakin canggih dengan melakukan berbagai modus dan alat yang 

digunakan untuk melakukan aksi oleh pelaku tindak pidana tersebut. 

Sebagai masyarakat yang mengikuti perkembangan zaman mempunyai 

kepentingan untuk dapat menyaring dan mengendalikan tindak pidana. 

Sehingga dapat mendorong tindakan alternatif dalam mengatasi tindak pidana 

yang terus berkembang. Karena pada dasarnya hukum pidana merupakan 

ultimum remedium, yakni asas dalam hukum pidana yang menyebutkan bahwa 

hukum pidana merupakan upaya yang digunakan terakhir dalam penegakan 

hukum.6 Sehingga penyelesaian suatu perkara hendaklah didahului dengan 

sanksi administrasi atau hukum lainnya lalu menggunakan sanksi pidana 

apabila mekanisme sanksi lainnya tidak cocok atau tidak berdaya guna.7 

Ultimum remedium terletak dalam konteks pemidanaan, sehingga otoritas nya 

berada pada hakim bukan pada jaksa atau polisi. Pertimbangan hukum hakim 

menjadi penting dalam penerapan asas ini bagi terdakwa di pengadilan, apakah 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Nur Ainiyah Rahmawati , Hukum Pidana Indonesia : Ultimum Remedium atau Primum 

Remedium, Jurnal Recidive ,Vol 2 No 1. Hlm 41. Diakses melalui https:/ /jurnal.uns.ac.id/ recidive/ 

article /download /32002/21376 Pada tanggal 09 Februari 2023 pada pukul 16.42 wib. 
7 Anonim, https://istilahhukum.wordpress.com/2013/02/06/ultimum-remedium/, Diakses 

pada tanggal 05 Februari 2023 pukul 13.20 wib. 

https://jurnal.uns.ac.id/
https://istilahhukum.wordpress.com/2013/02/06/ultimum-remedium/
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terdakwa diberikan sanksi pidana atau sanksi lainnya yang lebih relevan dalam 

tindak pidana yang dituntut di muka pengadilan.8 

Hukum pidana dikatakan sebagai upaya terakhir dikarenakan hukum pidana 

merupakan hukum yang mengatur terkait pelanggaran serta kejahatan terhadap 

kepentingan umum. Dimana pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam 

dengan hukuman penderitaan serta siksaan kepada pelaku tindak pidana 

tersebut. Hal tersebut berlaku juga meskipun tidak ada korban pada tindak 

pidana yang dilakukan. Tujuan sanksi pidana adalah memberikan penderitaan 

yang istimewa (bijzonder leed) kepada pelaku akibat dari perbuatannya. Selain 

memberikan penderitaan terhadap pelaku sanksi pidana juga memberikan 

pencelaan terhadap pelaku.9 Sehingga hal itulah yang membedakan hukum 

pidana dengan hukum pada bidang lainnya. Dalam hukum pidana mempunyai 

reaksi atas tindakan pelanggaran yang dilakukan tersebut yaitu 

pertanggungjawban pidana. Pihak yang melakukan tindak pidana harus 

bertanggung jawab secara pidana atas tindakan yang telah dilakukannya.10 

Dikarenakan sanksi nya yang bersifat penderitaan istimewa, maka hukum 

pidana dalam penerapannya diharapkan menjadi upaya terakhir yang dilakukan, 

dengan kata lain penggunaan sanksi-sanksi hukum lain diharapkan dilakukan 

 

8 Ahmad Sofian, Ultimum Remedium pada Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Artikel 

Binus. Diakses melalui https://business-law.binus.ac.id/2020/12/23/ultimum-remedium-dalam- 

tindak-pidana-ketenagakerjaan/ Pada tanggal 09 Februari 2023 Pada pukul 16.35 wib. 
9 Nashriana, Penguatan Prinsip Double Track System Dalam Perkara Anak, Jurnal Unsri, 

2013 Diakses melalui https://issuu.com/e-jurnal-fh-unsri pada tanggal 13 Januari 2022 pukul 15.20 

wib. 
10 

Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, Rusmini dan Husnaini. Sengaja Dan Tidak Sengaja 

Dalam Hukum Pidana Indonesia. Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 No. 1 Desember 

2020. Hlm. 77 Diakses melalui https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/298/pdf pada 

tanggal 28 september 2022 pukul 16.08 wib. 

https://business-law.binus.ac.id/2020/12/23/ultimum-remedium-dalam-tindak-pidana-ketenagakerjaan/
https://business-law.binus.ac.id/2020/12/23/ultimum-remedium-dalam-tindak-pidana-ketenagakerjaan/
https://issuu.com/e-jurnal-fh-unsri
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terlebih dahulu dan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai untuk 

diterapkan maka sanksi hukum pidana menjadi jalan terakhir untuk dilakukan.11 

Namun pada penerapannya sanksi pidana masih menjadi sanksi utama. Hal ini 

menjadi kelemahan jika dilihat dari sudut kriminal dan perundang-undangan 

dikarenakan sanksi yang digunakan dalam menanggulangi suatu kejahatan 

bersifat terbatas dan hanya berfokus pada pemidanaan pelaku saja.12 

Penggelapan (verduistering) sebagai tindak pidana telah diatur dan terdapat 

pada Buku Kedua Bab XXIV KUHP dalam pasal 372 sampai 377. Sedangkan 

dalam UU No 1 Tahun 2023 penggelapan diatur dalam pasal 492.13 

Penggelapan sudah dilakukan oleh berbagai kalangan dalam masyarakat baik 

dalam masyarakat kalangan bawah sampai masyarakat kalangan atas. Pada 

awalnya pelaku tindak pidana penggelapan tersebut mendapatkan kepercayaan 

dari orang lain, dimana pelaku dapat bertanggung jawab sebagai seseorang yang 

memiliki jiwa yang sehat sehingga mampu menilai perbuatan yang baik dan 

buruk. Namun kepercayaan tersebut hilang karena sifat ketidakjujuran dari 

pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

11 
Nur Aini, Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum Remiedium, 

Jurnal UNS, Vol.2, No.9, 2013, hlm 41 https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32002/21376 

Diakses pada tanggal 27 September 2022 pukul 16.20 wib. 
12 Fernando I. Kansil, Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan Di 

Luar KIHP, Jurnal Le Crimen,Vol. III No.3, Juli 2014, hlm. 31 Diakses melalui 

https://media.neliti.com/media/publications/3186-ID-sanksi-pidana-dalam-sistem-pemidanaan- 

menurut-kuhp-dan-di-luar-kuhp.pdf Pada tanggal 28 September 2022 pukul 13.20 wib. 
13 Pasal 492 UU N0 1 Tahun 2023 Tentang KUHP 

https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32002/21376
https://media.neliti.com/media/publications/3186-ID-sanksi-pidana-dalam-sistem-pemidanaan-menurut-kuhp-dan-di-luar-kuhp.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/3186-ID-sanksi-pidana-dalam-sistem-pemidanaan-menurut-kuhp-dan-di-luar-kuhp.pdf
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R. Soesilo menerjemahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Buku II Bab XXIV (Penggelapan) Pasal 372 yang mengatur tentang tindak 

pidana penggelapan pada wujud pokok (biasa) yaitu:14 

“Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu 

atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada 

dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, 

dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak 

sembilan ratus rupiah” 

Berdasarkan bunyi pasal terkait penggelapan tersebut, memiliki unsur-unsur 

sebagai berikut:15 

1. Unsur Objektif, terdiri atas: 

 

a. Memiliki secara pribadi (zich toeeigenen); 

 

b. Berbentuk suatu barang ( eeing goed) 

 

c. Merupakan milik orang lain secara keseluruhan ataupun sebagian ( dat 

geheel of ten deele aan een ander toebehort) 

d. Menguasai namun tidak karena kejahatan ( dat hij anders dan door 

misriif onder zich heeft) 

e. Memiliki karena melawan hak ( wederrechtelijk) 
 

 

 

 

 

 

14 R.Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap 

Pasal demi Pasal, (Bogor: Politea cetakan ulang ke-lima belas , 2013) hlm. 104. 
15 

P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Delik-Delik Khusus Kejahatan yang 

Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain hak yang Timbul dari Hak Milik, (Bandung: Nuansa 

Aulia, 2019) hlm. 148. 
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2. Unsur Subjektif, terdiri atas: 

Secara sengaja (opzettelijk) 

Adami Chazawi membuat penjelasan terkait pengggelapan berdasarkan 

pasal 372 KUHP sebagai berikut :16 

“Perkataan verduistering yang ke dalam bahasa Indonesia 

diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan,bagi masyarakat 

Belanda diberikan secara arti luas (figurlijk), bukan diartikan dengan arti 

sebenarnya seperti membuat menjadi tak terang atau gelap. Lebih 

mengarah pada tindakan dengan menyalahgunakan hak karena 

menguasai suatu benda (memiliki), hak dimana tidak boleh melampaui 

hak sebagai seseorang yang diberi kepercayaan dalam menguasai benda 

tersebut bukan karena kejahatan.” 

Terkait penggelapan dalam keluarga, telah diatur di dalam Pasal 376 KUHP 

yang secara tegas menyatakan bahwa: “Ketentuan dalam Pasal 367 berlaku bagi 

kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini.” Dalam prinsipnya, telah 

diberlakukan ketentuan Pasal 367 KUHP (tentang pencurian dalam keluarga) 

ke dalam tindak pidana penggelapan, dimana tindak pidana penggelapan yang 

pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam lingkungan 

keluarga. Ditegaskan pada Pasal 367 KUHP menyatakan, yaitu:17 

1. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah 

suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan 

ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau 

pembantu itu tidak mungkin diadakan penuntutan pidana. 

 

16 
Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, (Jakarta: Bayu Media, 2006) hlm. 

70. 
17 

Butje Tampi, Tindak Undang Hukum Pidana Pidana Pencurian Dalam Keluarga 

Berdasarkan Pasal 367 Kitab Undang-Undang hukum pidana, Jurnal Lex Crimen. Volume II Nomor 

3 Juli 2013. Hlm. 85. Diakses melalui https://media.neliti.com/media/publications/3043-ID-tindak- 

pidana pencurian-dalam-keluarga-berdasarkan-pasal-367-kitab-undang-undang.pdf. pada tanggal 

29 september 2022 pukul 15.14. 

https://media.neliti.com/media/publications/3043-ID-tindak-pidana%20pencurian-dalam-keluarga-berdasarkan-pasal-367-kitab-undang-undang.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/3043-ID-tindak-pidana%20pencurian-dalam-keluarga-berdasarkan-pasal-367-kitab-undang-undang.pdf
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2. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah 

harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik 

dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap 

orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang 

terkenakejahatan. 

3. Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang 

lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku 

juga bagi orang itu. 

 

 

Untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 367 KUHP, tindak pidana 

penggelapan dalam keluarga terdiri dari beberapa jenis yang dikemukakan oleh 

Tongat, yaitu :18 

1. Penggelapan yang dilakukan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, 

yang dilakukan oleh suami atau suami sebagai pembantu tindakan tersebut, 

diketahui bahwa antara suami-istri tidak memisahan harta kekayaan dan 

juga tidak memisahkan meja dan ranjang, maka terhadap pelakunya mutlak 

tidak dapat dilakukan penuntutan. 

2. Penggelapan yang dilakukan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, 

diketahui bahwa mereka telah memisahkan harta kekayaan dan telah 

memisahkan meja dan ranjang, juga apabila yang melakukan penggelapan 

itu adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus atau 

 

 

 

18 
Tongat, Hukum Pidana Materiil, (Malang: UMM Press,2006) hlm. 68. 
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menyamping sampai derajat kedua, maka terhadap mereka hanya dapat 

dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan. 

 

 

Terkait dengan hal yang telah dijelaskan, tentang ketentuan Pasal 376 

KUHP, maka penggelapan dalam keluarga merupakan delik aduan atau hanya 

dapat dilakukan penuntutan apabila yang menjadi korban penggelapan 

mengajukan laporannya kepada pihak yang berwenang. Delik aduan yang 

dimaksud merupakan delik aduan relatif karena pengaduannya ditujukan 

kepada orang yang melakukan penggelapan dalam keluarga. Untuk dapat 

mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penggelapan harus 

ditemukan bukti terlebih dahulu apakah orang tersebut memiliki unsur bersalah 

atau tidak sebelumnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan tindakannya. 

Dengan maraknya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dimana 

“Hasil dari penggelapan tersebut kemungkinan langsung dijual kepada orang 

lain dan diserahkan kepada seseorang yang dikenal sebagai penadah”19 

Penulis dalam penelitian ini mengangkat kasus tindak pidana penggelapan 

yang dilakukan oleh keluarga dimana pada kasus pertama dilakukan oleh Rico 

Mardian Bin Sopian (25 Tahun) pada tanggal 13 Oktober 2020 di daerah 

hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Terdakwa melakukan penggelapan. 

Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Selasa 

tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB, dengan berlokasi di Dusun 

 

 

19 
Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2009) Hlm. 130. 
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III Desa Muara Kati baru Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten 

Musi Rawas. Awalnya terdakwa datang menemui saksi Hengki Saputra Bin 

Sopian yang merupakan adik kandung terdakwa untuk meminjam 1 (unit) 

sepeda motor Honda Beat Pop wama Hitam dengan nomor Polisi BG 6509 

GAB milik saksi Sopian Bin Sahri yang merupakan ayah kandung terdakwa, 

dengan tujuan ke Lubuklinggau untuk membeli pakaian namun sampai pada 

hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, terdakwa tidak juga kembali ke rumah 

untuk mengembalikan 1 (unit) sepeda motor Honda Beat Pop warna Hitam 

dengan Nomor Polisi BG 6509 GAB milik saksi Sopian Bin Sahri tersebut. 

Sehingga diketahui bahwa kemudian terdakwa menggadaikan 1 (unit) sepeda 

motor Honda Beat Pop warna hitam dengan nomor Polisi BG 6509 GAB kepada 

Sdr. Heri senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Karena 

semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 376 KUHP telah terpenuhi, maka 

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

melakukan tindak pidana. Sehingga Majelis Haki m menjatuhkan pidana 

kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan.20 

Kasus kedua ialah pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 

637/Pid.B/2019/PN Sky. Hakim Menyatakan Terdakwa Wisnu Saputra Bin M. 

Yusuf (28 Tahun) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana penggelapan dalam keluarga dan menjatuhkan pidana kepada 

terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 

(dua) bulan. menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Jimi. Setelah berhasil 

 

20 Putusan Hakim Nomor 745/Pid.B/2020/PN Llg 
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menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta 

tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian menemui Andi dan membayar 

utangnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sementara sisa uang 

sejumlahRp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk 

membeli narkotika jenis shabu. Akibat perbuatan terdakwa saksi Surya 

mengalami kerugian 1 (satu) Unit sepeda motor Honda warna hitam dengan No 

Pol BG 3440 BAF yang ditaksir seharga sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta 

rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 

Pasal 372 KUHP Jo Pasal 376 KUHP.21 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis 

tertarik  untuk  melakukan penelitian skripsi dengan judul 

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGGELAPAN 

GADAI  KENDARAAN  BERMOTOR  OLEH  KELUARGA  (Studi 

Putusan Nomor 745/Pid.B/2020/PN Llg dan Studi Putusan Nomor 

637/Pid.B/2019/PN Sky) 

 

 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah yang akan penulis kaji berdasarkan uraian latar belakang 

yang sudah ada adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

21 Putusan Hakim Nomor 637/Pid.B/2019/PN Sky 
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1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman 

pidana bagi pelaku penggelapan dalam keluarga (Putusan Nomor 

745/Pid.B/2020/PN.Llg dan Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN.Sky) ? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan 

tindak pidana penggelapan dalam keluarga (Putusan Nomor 

745/Pid.B/2020/PN.Llg dan Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN.Sky)? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah dapat menyelesaikan 

masalah dan dapat menemukan jawaban terhadap suatu pertanyaan. Tujuan 

penelitian ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan dicapai dalam penelitian 

ini, sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui serta menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam 

menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku penggelapan dalam keluarga 

(Putusan Nomor 745/Pid.B/2020/PN.Llg dan Putusan Nomor 

637/Pid.B/2019/PN.Sky ) 

2. Untuk mengetahui serta menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap 

tindak pidana penggelapan dalam keluarga (Putusan Nomor 

745/Pid.B/2020/PN.Llg dan Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN.Sky ) 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Manfaat teoritis 
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a. Diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat dalam 

menghadapi perkara hukum terkait pertanggungjawaban Tindak Pidana 

penggelapan dalam keluarga. 

b. Diharapkan dapat menjadi dan menambah literatur bacaan, serta dapat 

memberi manfaat untuk memajukan Ilmu Hukum khususnya Ilmu 

Hukum Pidana tentang penggelapan dalam keluarga. 

c. Diharapkan dapat memberi pencerahan pikiran secara teoritis untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 

2. Manfaat praktis 

 

Dapat menjawab serta menyelesaikan terkait permasalahan yang diteliti 

dan dapat menambah wawasan untuk masyarakat terkait Tindak Pidana 

penggelapan dalam keluarga dan dapat bermanfaat bagi peradilan umum 

bidang Tindak Pidana serta penelitian ini diharapkan dan disumbangkan 

kepada negara. 

 

 

E. Ruang Lingkup 

 

Berdasarkan judul skripsi yang penulis kaji dan mengingat jangkauan 

Hukum Pidana yang luas serta pengetahuan penulis yang sangat terbatas, untuk 

itu ruang lingkup dalam penulisan, permasalahan, dan pembahasan yang penulis 

buat adalah, mengenai pertimbangan Hakim dalam putusan Hakim Nomor 
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745/Pid.B/2020/PN Llg dan Putusan Hakim Nomor 637/Pid.B/2019/PN Sky 

dan pertanggungjawaban pidana terhadap penggelapan dalam keluarga. 

 

 

 

F. Kerangka Teori 

 

Kerangka teori mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam 

pengembangan suatu penelitian. Kerangka teori digunakan untuk dapat 

menganalisa dan mengkaji makna yang lebih jauh dari aturan hukum sebagai 

dasar dalam penelitian hukum.22Adapun teori-teori dalam penelitian yang 

digunakan terdiri dari: 

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

 

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan kewajiban yang 

dapat diartikan sebagai hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang 

dilakukan melanggar aturan hukum atau adanya kesalahan yang diperbuat 

oleh pelaku.23 Teori Pertanggungjawaban pidana yang digunakan adalah 

karena adanya unsur perbuatan atau kesalahan yang diperbuat seseorang 

(with fault). Kesalahan yang dilakukan terseb ut merupakan tindak pidana 

atau bertentangan dengan hukum. Seseorang agar dapat diminta 

pertanggungjawabannya harus melakukan penjelasan terkait perbuatan 

 

22 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Op Cit, hlm 72 
23 

Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dal am Suatu Kerangka Teoritis, Jurnal 

Hukum Positum, Vol. 5, No. 2, Hlm. 10-19. Diakses melalui laman 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://journal.unsika.ac.id/index.php/ 

positum/article/download/5556/2934&ved=2ahUKEwiC9_uhis77AhWDILcAHYSeDj0QFnoECA 

oQAQ&usg=AOvVaw3xLj88PbxqUm2WYvssZb9S Pada tanggal 19 Oktober 2022 Pukul 18.43 

wib 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https%3A//journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/download/5556/2934&ved=2ahUKEwiC9_uhis77AhWDILcAHYSeDj0QFnoECAoQAQ&usg=AOvVaw3xLj88PbxqUm2WYvssZb9S
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https%3A//journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/download/5556/2934&ved=2ahUKEwiC9_uhis77AhWDILcAHYSeDj0QFnoECAoQAQ&usg=AOvVaw3xLj88PbxqUm2WYvssZb9S
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https%3A//journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/download/5556/2934&ved=2ahUKEwiC9_uhis77AhWDILcAHYSeDj0QFnoECAoQAQ&usg=AOvVaw3xLj88PbxqUm2WYvssZb9S
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tindak pidana yang dilakukannya sehingga seseorang yang tanpa melakukan 

perbuatan pidana tidak dapat diminta untuk melaksanakan 

pertanggungjawaban pidana. Untuk itu harus terpenuhi unsur-unsur yang 

berlandaskan Peraturan Perundang-undangan atas tindak pidana tersebut. 

Dijelaskan Roeslan Saleh, meminta pertanggungjawaban pidana 

terhadap terdakwa tidak akan berguna jika apa yang dilakukannya tidak 

bersifat melawan hukum, untuk itu harus ada terlebih dahulu kepastian 

hukum tentang adanya tindak pidana dan unsur-unsur kesalahan yang 

dhubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Kesalahan yang 

dilakukan terdakwa agar dapat dipidana haruslah sebagai berikut: 

a. Adanya kesalahan yang diperbuat 

 

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya dengan 

membuktikan bahwa seseorang telah melakukan yang bertentangan 

dengan hukum.24 Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila 

melakukan suatu kesalahan, kesalahan mempunyai 3 pengertian, yaitu : 

1)  Kesalahan dalam arti bentuk yakni berupa kealpaan serta 

kesengajaan. 

2) Kesalahan dalam arti luas yakni apabila seseorang melakukan 

kesalahan maka maka orang itu dapat dicela atas perbuatannya 

secara pidana. 

 

 

24 
Erisamdy prayanna. Kesalahan menurut hukum pidana. Diakses melalui 

https://www.erisamdyprayatna.com/2020/11/kesalahan-menurut-hukum-pidana.html, diakses pada 

tanggal 9 November 2022 pukul 23.56 WIB 

http://www.erisamdyprayatna.com/2020/11/kesalahan-menurut-hukum-pidana.html
http://www.erisamdyprayatna.com/2020/11/kesalahan-menurut-hukum-pidana.html
http://www.erisamdyprayatna.com/2020/11/kesalahan-menurut-hukum-pidana.html
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3) Kesalahan dalam arti sempit yakni dapat diartikan sebagai suatu 

kealpaan. Kealpaan adalah perbuatan yang tidak mengindahkan 

aturan-aturan yang berkaitan dengan apa yang dilanggarnya.25 

 

 

b. Dapat bertanggungjawab 

 

Kemampuan dalam bertanggungjawab dapat di bedakan menjadi 3 

jenis, yaitu : 

1) Seseorang yang mampu dalam menentukan sebab akibat yang 

ditimbulkan oleh hal yan g diperbuatnya. 

2) Seseorang yang mampu untuk berpikir sehingga sadar akan apa yang 

diperbuatnya 

3) Seseorang yang mampu untuk menentukan kehendak yang harus 

dilakukannya. 

 

c. Melakukan secara sengaja 

 

Perbuatan secara sengaja memiliki arti yaitu dilakukan dengan sadar 

melakukan perbuatan sesuai kemauan diri sendiri untuk melakukan 

perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Kesengajaan 

mempunyai dua jenis teori, yaitu :26 

 

 

25 
Renata Chista Aulia, Kelalaian yang merugikan orang lain menurut hukum pidana, 

Diakses melalui https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain 

menurut-hukum-pidana-lt51d592cf9865d pada tanggal 8 oktober 2022 pukul 21.37 WIB 
26 

Nefa Claudia meliala. “Beberapa catatan mengenai unsur sengaja dalam hukum pidana”. 

Diakses melaui https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja- 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain
http://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-
http://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-
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1) Teori kehendak 

 

Kesengajaan merupakan kehendak demi mewujudkan unsur-unsur 

kejahatan dengan melanggar aturan hukum. 

2) Teori pengetahuan 

 

Kesengajaan merupakan kehendak seseorang yang sebenarnya 

sudah mengetahui perbuatan yang hendak dilakukannya dan membuat 

bayangan di pikirannya.27 

 

 

 

2. Teori Pemidanaan 

 

Teori pemidanaan muncul sebagai respon terhadap dinamika kehidupan 

sosial serta evolusi kejahatan itu sendiri, yang terkadang mewarnai 

kehidupan sosial masyarakat. Pemidanaan merupakan sanksi yang 

diberikan atas suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan. Sanksi 

hukum pidana diatur dalam KUHP , undang-undang, dan peraturan daerah 

yang memuat sanksi pidana.28 Teori-teori berikut tentang fungsi hukuman 

telah muncul dalam bidang hukum pidana yaitu:29 

 

dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-melialalt5ee99dda4a3d2?page=3 pada tanggal 9 oktober 

2022 pukul 20.17 WIB 
27 

Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, Rusmini dan Husnaini. Sengaja Dan Tidak Sengaja 

Dalam Hukum Pidana Indonesia. Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 No. 1 Desember 

2020. Diakses melalui laman https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/298/pdf pada 

tanggal 28 september 2022 pukul 16.08 WIB Hlm. 79. 
28 

Erizka Permatasari, Mengenai sanksi hukum pidana, perdata, dan 

administrasi.https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata-- 

dan-administratif-lt4be012381c490. Diakses tanggal 16 november 2022 pukul 00.02 WIB 
29 

Sondang Tallesang,Dasar Perimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan P  idana 

Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014. 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/i 

ndex.php/hukum/article/view/542&ved=2ahUKEwiP5u3yiM77AhWl_3MBHeRQCpUQFnoECC 

https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/298/pdf%20pada%20tanggal%2028
https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/298/pdf%20pada%20tanggal%2028
http://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--
http://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http%3A//hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/542&ved=2ahUKEwiP5u3yiM77AhWl_3MBHeRQCpUQFnoECCEQAQ&usg=AOvVaw2604A8VYuj06Z4QNKiYx58
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http%3A//hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/542&ved=2ahUKEwiP5u3yiM77AhWl_3MBHeRQCpUQFnoECCEQAQ&usg=AOvVaw2604A8VYuj06Z4QNKiYx58
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a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan ( Vergeldings Theorien) 

 

Hegel dan Kent memperkenalkan gagasan ini. Pandangan ini 

berpendapat bahwa penjatuhan pidana semata-mata dikarenakan orang 

telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Tujuan dari Teori absolut 

atau teori pembalasan (Vergeldings Theorien) tidak bersifat sederhana 

yang pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan pidana merupakan 

memperbaiki penjahat tetapi penjatuhan pidana merupakan tuntutan 

mutlak, bukan sekedar sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi keharusan. 

Dengan kata lain, pembebanan kebenaran yang dilakukan oleh seorang 

penjahat merupakan tindakan balas dendam (revegen). 

Muladi mengklaim bahwa teori absolut lebih menekankan pada 

perbuatan daripada kejahatan itu sendiri karena melihat hukuman 

sebagai balasan atas kesalahan. Teori Absolut ini mengusulkan sanksi 

dalam hukum pidana yang dijatuhkan karena orang tersebut telah 

melakukan suatu kejahatan atau perbuatan hukum pidana, yang 

merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan terhadap 

orang yang telah melakukan kejahatan atau perbuatan hukum pidana, 

sehingga sanksi pidana bertujuan untuk memuaskan tuntutan 

keadilan.30 Berdasarkan teori ini, maka hukuman harus disesuaikan 

dengan kejahatan yang dilakukan, dimana perbuatan kejahatan pastilah 

 

 

 

 

EQAQ&usg=AOvVaw2604A8VYuj06Z4QNKiYx58 Diakses pada tanggal 16 November 2022 

pukul 00.09 WIB 
30 

Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 11. 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http%3A//hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/542&ved=2ahUKEwiP5u3yiM77AhWl_3MBHeRQCpUQFnoECCEQAQ&usg=AOvVaw2604A8VYuj06Z4QNKiYx58
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menimbulkan penderitaan terhadap korban maka hukuman harus 

memberikan penderitaan terhadap pelaku kejahatan tersebut.31 

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doel Theorien) 

 

Berdasarkan ide dalam penggunaan hukuman atau proses 

pemidanaan dapat menegakkan hukum dan ketertiban dalam 

masyarakat. Alasan di balik teori relatif, yang berbeda dari teori absolut 

dan juga dikenal sebagai teori tujuan (Doel Theorien), adalah bahwa 

penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki sikap mental atau 

membuat penjahat tidak lagi berbahaya, yang memerlukan proses 

mental untuk membangun sikap. Pemidanaan ditujukann terhadap 

pelaku kejahatan, tidak hanya karena terbukti melakukan kejahatan, 

juga dikarenakan pemidanaan mengandung konsekuensi-konsekuensi 

positif terhadap pelaku,korban, dan msyarakat.32Mengenai teori ini, 

Muladi mengklaim bahwa hukuman bukanlah pembalasan atas 

perbuatan pelaku. Namun, ada cara untuk mencapai tujuan yang 

berguna untuk memajukan kemakmuran bagi masyarakat. Di sini, 

penekanan ditempatkan pada tujuan sanksi, yaitu untuk mencegah orang 

melakukan kejahatan atau kegiatan ilegal lainnya daripada untuk 

memenuhi tuntutan keadilan. 

c. Teori Gabungan atau Teori Modern (Vereningings Theorien) 
 

 

 

 

31 Leden Marpaung, Asas TeoriPraktek Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika. 2009. 

Hlm. 105. 
32 M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track 

System & Implementasinya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007. Hlm. 42. 
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Van Hammel, Van List, dan Prins memperkenalkan gagasan mereka 

terkait teori ini sebagai berikut:33 

1) Pemberantasan kejahatan yang merupakan gejala yang timbul dalam 

suatu masyarakat adalah tujuan terpenting pidana; 

2) Hasil studi antropologi dan sosiologis harus menjadi perhatian di 

dalam Ilmu Hukum dan perundang-undangan; 

3) Dalam pemberantasan kejahatan penggunaan pidana merupakan hal 

yang paling efektif yang bisa digunakan oleh pemerintah. Namun 

penggunaan pidana harus dipakai dalam bentuk kombi nasi yang 

harus memperhatikan upaya sosialnya, sehingga pidana tidak boleh 

digunakan secara tersendiri karena pidana bukanlah satu-satunya 

sarana. 

Dari pandangan yang telah disampaikan, memperlihatkan bahwa dalam 

teori ini menginginkan agar dalam pemidanaan selain melakukan hukuman 

jasmani dan psikologi kepada pelaku juga dapat memberikan pemidanaan 

dan pelajaran kepada pelaku. Untuk hasil dari kombinasi prinsip absolut 

(pembalasan) dan relatif (target) sebagai bagian dari tujuan hukuman yang 

bermacam-macam. Teori gabungan atau teori modern (Verenigs Theorien) 

menjelaskan bahwa pembalasan merupakan bentuk hukuman, juga sebagai 

bentuk kritik moral terhadap kesalahan. Sedangkan karakter dari kririkan 

 

 

 

 

33 Adminwebsite, 2020, “Teori-Teori Pimidanaan dan Tujun Pemidanaan” diakses dari 

https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/, pada tanggal 04 

Oktober 2022 pukul 11.13 WIB. 

http://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/
http://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/
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moral bertujuan sebagai suatu reformasi atau perubahan terhadap perilaku 

pelaku tindak pidana dikemudian hari. 

 

 

3. Teori Pertimbangan Hakim 

 

Pertimbangan hakim dalam membuktikan suatu putusannya atau 

memutuskan suatu perkara dapat dibuktikan dengan berdasarkan undang- 

undang dan dengan berdasarkan keyakinan hakim.34 Hakim harus 

mempunyai keyakinan yang mutlak untuk dapat memutuskan suatu perkara 

pidana selain alat-alat bukti yang telah terpenuhi.35 Ada berbagai teori dan 

pendekatan yang dapat dipakai dalam mempertimbangkan putusan suatu 

perkara oleh hakim yang disampaikan oleh Mackenzie, anatara lain sebagai 

berikut :36 

a. Teori Keseimbangan 

 

Menurut asas keseimbangan, harus ada keseimbangan antara 

kepentingan para pihak yang terlibat atau terkait dengan perkara dan 

kewajiban yang diatur oleh undang-undang, Kepentingan masyarakat, 

kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan tergugat. 

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi 
 

 

 

34 
Tesalonika Novela Pangalila. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 

Terhadap Tindak Pidana Umum. Jurnal Lex Privatum, Volume IV No. 3 Mar 2016. Diakses melalui 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11543 pada tanggal 4 oktober 2022 

pukul 21.11 wib. Hlm. 6-7. 
35 Syarifuddin Pettanase, Sri Sulastri, Hukum Acara Pidana, Palembang: Penerbit Unsri., 

2003, Hlm 188. 
36 

Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, 

Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 105. 
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Menurut pandangan ini, kemampuan hakim untuk menjatuhkan 

putusan lebih dipengaruhi oleh naluri daripada pengetahuan, dan hakim akan 

merespon keadaan berdasarkan keyakinannya.cara yang tepat untuk 

menghukum penjahat. Namun, karena keyakinan ini kadang-kadang bisa 

berubah-ubah, hakim harus berhati-hati saat menggunakan ide ini. salah 

perhitungan atau kesalahan dalam pemilihannya yang dapat mengakibatkan 

masalah yang terus-menerus terjadi di masyarakat.37 

c. Teori Pendekatan Keilmuan 

 

Teori ini berpendapat bahwa acara pidana harus dilakukan secara 

metodis dan dengan sangat hati-hati, terutama mengingat penilaian 

sebelumnya, untuk memastikan keseragaman putusan hakim. 

Pendekatan saintifik ini merupakan salah satu sinyal bahwa hakim harus 

menggunakan lebih dari sekedar insting atau intuisi dalam mengambil 

keputusan dalam suatu perkara.38 

d. Teori Pendekatan Pengalaman 

Menurut pandangan ini, keahlian seorang hakim dapat 

membantunya menghadapi persoalan yang dihadapinya karena ia akan 

dapat menentukan bagaimana pilihan yang dibuat dalam suatu perkara 

pidana akan mempengaruhi pelaku, korban, dan masyarakat serta 

dampak dari pihak-pihak yang terlibat. 

37
Anonim, “Teori Pendekatan Seni dan Intuisi”  diakses dari 

https://suduthukum.com/2016/10/teori-pendekatan-seni-dan-intuisi.html, pada tanggal  10 
September 2021 pukul 11.35 WIB”. 

38 
Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, 

Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 107. 
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e. Teori Ratio Decidenti 

 

Menurut pemikiran ini, putusan hakim harus mempertimbangkan 

landasan filosofis yang mendasar, dasar undang-undang yang relevan, 

dan motif hakim itu sendiri untuk menegakkan hukum dan memberikan 

keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam perkara. Suatu proposisi 

hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau dari 

konteks fakta-fakta material. Format dari ratio decidendi di dalam 

putusan hakim itu dinyatakan dalam suatu proposisi hukum. Proposisi 

dalam konteks ini adalah premis yang memuat pertimbangan hakim.39 

f. Teori Kebijaksanaan 

 

Menurut teori ini, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua 

juga bertanggung jawab untuk membantu penjahat tumbuh menjadi 

orang yang layak yang dapat memberi manfaat bagi keluarga, 

komunitas, bangsa dan negara mereka. Hakim harus mampu 

menyesuaikan Undang-undang dengan faktor konkrit yang terjadi 

dalam masyarakat serta menambah undang-undang jika masih 

diperlukan. 

 

 

G. Metode penelitian 

 

Dalam sebuah penelitian metode yang digunakan harus tepat sehingga jenis 

penelitian, sumber bahan penelitian, pendekatan dalam penelitian serta manfaat 

 

39 Shidarta, Ratio Decidenti dan Kaidah Yurisprudensi, Artikel Binus, 2019. Diakses 

melalui https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/ 

pada tanggal 09 Februari 2023 pada pukul 23.14 wib 

https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/


24 
 

 

dan tujuan penelitian dapat dipahami oleh orang yang membaca penelitian 

tersebut sebagai objek ilmu pengetahuan yang teliti.Metode Penelitian harus di 

dasarkan fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.40 Penulis menggunakan metode 

penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

 

Pada penelitian atau riset yang penulis lakukan ini, jenis penelitian 

menggunakan penelitian normatif (normative legal research). Maksud dari 

penelitian normatif ini adalah untuk meneliti suatu gejala hukum yang di 

masyarakat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan dari berbagai 

literatur.41 Sehingga mencapai tujuan untuk menemukan suatu aturan 

hukum, prinsip prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna 

menjawab isu hukum yang dihadapi oleh masyarakat, dan meng-himpun 

data-data dari peraturan perundangundangan guna mempermudah jalannya 

proses penelitian ini. 

 

 

2. Pendekatan Penelitian 

 

a. Pendekatan Perundang-undangan ( Statute Approach) 
 

 

 

 

 

 
 

 

Hlm 2. 

40 Kholid Narbukoi dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, 

41 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2004, Hlm. 144. 
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Pada pendekatan penelitian ini, yang dilakukan adalah dengan mengkaji 

atau menelaah Peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum yang 

tertulis lainnya dan regulasi yang berlaku dalam hubungan dengan masalah 

hukum yang diteliti.42 

 

 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

 

Pada pendekatan penelitian ini, yang dilakukan adalah dengan menelaah 

suatu kasus atau permasalahan yang memiliki keterkaitan dengan 

permasalahan yang penulis teliti, yang dimana hakim telah mengetok palu 

terkait perkara tersebut atau perkara-perkara yang telah diputus sehingga 

putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap.43 

 

 

3. Sumber Bahan Hukum 

 

a. Bahan hukum primer 

 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum berupa norma atau 

kaidah secara mengikat dan mempunyai karakter otoriter yang berlaku 

di masyarakat, seperti Peraturan Perundang-undangan dan putusan 

hakim.44 Sehingga dapat menjelaskan isu hukum yang sedang terjadi. 

 

 

b. Bahan hukum sekunder 
 

 

42 
Peter Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 

2021, hlm. 133. 
43 

Ibid., hlm. 134. 
44 

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta; Sinar Grafika, 2014, hlm. 47. 
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Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang 

memberikan penjelesan tentang bahan hukum primer dan menjelaskan 

lebih rinci tentang isu hukum yang terjadi, beberapa sumber bahan 

hukum sekunder seperti buku-buku teks, karya ilmiah, jurnal, serta 

pemikiran-pemikiran para ahli hukum.45 Bahan hukum sekunder yang 

digunakan peneliti adalah sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. 

3) 3. Peraturan Mahkamah Agung No 12 Tahun 2012 tentang 

Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda 

Dalam KUHP. 

4) Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 

745/Pid.B/2020/PN Llg. 

5) Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 376/Pid.B/2019/PN 

Sky. 

 

c. Bahan hukum tersier 

 

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum memuat petunjuk 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga 

dapat menjelaskan dan mempermudah penulis dalam mencari suku kata 

 

 

 

45 
Ibid, hlm 54-55. 



27 
 

 

yang terkadang berbeda dari suku kata aslinya seperti Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia, Dan Internet.46 

 

 

3. Metode pengumpulan bahan hukum 

 

Metode dalam pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis 

dalam menyusun skripsiyaitu dengan penelitian kepustakaan (Library 

Research).47 Penulis dalam tulisannya melakukan teknik dalam kepustakaan 

seperti pada umumnya mencari kata kunci yang berhubungan dengan 

tulisannya agar lebih mempermudah penulis untuk mencari isu hukum apa 

yang terdapat di kasus ini. 

 

 

4. Metode Analisis bahan hukum 

 

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis 

secara kualitatif yaitu bersifat deskriptif yaitu menjelaskan masalah dengan 

cara menjelaskan, mendeskripsikan dan menggambarkan masalah dan 

kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan 

hukum yang dijadikan acuan dan rujukan dalam menyelesaikan 

permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.48 

 

 

46 
M. Syamsuddin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2007, hlm. 96. 
47 

Priclia Yuliana Kambey. Kajian Hukum Sistem Pengawasan Bank Indonesia Dalam 

Penyelenggaraan Kredit Perbankan. Jurnal Lex Administratum, Volume III,No. 5 Juli 2015. Diakses 

melalui https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/viewFile/8706/8270 pada 

tanggal 1 november 2022 pukul 18.37. Hlm. 44. 
48

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Op.cit. Hlm. 107 
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5. Penarikan Kesimpulan 

 

Penelitian ini akan melakukan penarikan kesimpulan menggunakan 

penalaran secara Induktif, yaitu suatu proses yang diawali dengan 

menganalisis putusan yang diteliti lalu dikaitkan dengan fakta-fakta yang 

bersifat umum sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan, dimana Putusan 

Nomor 745/Pid.B/2020/PN Llg dan Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN 

Sky tentang perbuatan terdakwa yang melakukan penggelapan dalam 

keluarga, lalu penulis mengaitkan dengan fakta-fakta yang didapatkan 

sehingga memperoleh kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam 

penelitian ini. 
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